
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
PROVINSI RIAU 

 
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

NOMOR 51 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan 
Daerah Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti, sebagaimana telah diubah terakhir kali 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu menetapkan 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 
Kabupaten Kepulauan Meranti; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Bagian Organisasi dan 
Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti sebagaimana tersebut dalam Telaahan Staf Kepala 
Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 060/ORTAL/16 
tanggal 23 Agustus 2019 maka dipandang perlu ditetapkan 

dalam suatu Peraturan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa 
Dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890); 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi 

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 



 
 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4968); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194) 
 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 

2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti 

Provinsi Riau; 
 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), 

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 



 
 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 

2019 Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :    PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. 
 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti. 
 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten kepulauan Meranti. 
 

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 
 

7. Sekretariat Badan adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

9. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Susunan 

Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 

 

10. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaran 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten kepulauan 
Meranti. 

 

 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

 

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari : 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, terdiri dari; 

(1) Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 



 
 

c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari; 

(1) Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya, Agama; dan 

(2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik. 

d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari;  

(1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan 

(2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

  

BAB III 

ESELONISASI 

Pasal 3 

 

Eselonisasi pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : 

a. kepala badan merupakan jabatan struktural eselon II/b; 

b. sekretaris badan merupakan jabatan struktural eselon III/a; 

c. kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon III/b; dan 

d. kepala sub bagian dan kepala sub bidang merupakan jabatan struktural eselon 

IV/a. 

 

BAB IV 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

Bagian Pertama 

Kepala Badan 

Pasal 4 

 

(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, 
membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang 
Kesatuan Bangsa dan Politik. 
 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Badan menyelerenggarakan fungsi: 

 

a. perumusan dan menetapkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat 
Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan RPJMD 

Pemerintah Daerah; 
 

b. perumusan pedoman kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai 
acuan dalam pelaksanaan tugas; dan 

 

c. mendistribusikan tugas kepada Sekretaris, Bidang Kesatuan Bangsa, 
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Sub Bagian 

Program Anggaran dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 
Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya, Agama, Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan 
Konflik, Sub Bidang Politik Dalam Negeri, Sub Bidang Organisasi 



 
 

Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan 
Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman; 

 

(3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 
 

(4) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
 

 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 5 

 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 
 

 

(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan 

tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi 

pengkoordinasian penyusunan program anggaran, pengelolaan administrasi 

keuangan, administrasi umum dan kepegawaian. 
 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
 

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik; 
 

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik; 
 

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik; 
 

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di 

lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
 

e. pengelolaan urusan aparatur sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik; dan 
 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 

Pasal 6 

 

Susunan Sekretariat, terdiri atas: 

a. sub bagian program anggaran dan keuangan; dan 

b. Sub bagian umum dan kepegawaian. 
 

 

Paragraf 1 

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Sekretaris. 



 
 

 

(2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas 

penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data 

dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan 

kinerja serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan 

pembukuan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan menyelenggarakan 

Fungsi: 

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, 

kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Program Anggaran dan 

Keuangan sebagai bahan penyusunan DPA; 

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan 

kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi 

Perangkat Daerah; 

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program 

Anggaran dan Keuangan; 

d. pengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program Anggaran 

dan Keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui 

tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta 

pemecahan masalahnya; dan 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 

Paragraf 2 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 8 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan 

persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, 

protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan 

kepegawaian. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan 

dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Umum sebagai Penyusunan DPA; 

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan 

kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi 

Perangkat Daerah; 

c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

d. pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian; 

e. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui 

tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta 

pemecahan masalahnya; dan 



 
 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
 

 

Bagian Ketiga 

Bidang Kesatuan Bangsa 

Pasal 9 
 

(1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 
 

(2) Bidang Kesatuan Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti di Bidang 

ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja 

asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta 

fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, 

sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan 

perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten Kepulauan 

Meranti; 

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta koordinasi di bidang 

ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 

kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, 

serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik 

di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti; 

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, 

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 

kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, 

serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik 

di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti; dan 

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 



 
 

Pasal 10 
 

Susunan Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas: 

a. sub bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, 

budaya, agama; dan 

b. sub bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik. 

 

Paragraf 1 

Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama 

Pasal 11 
 

(1) Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa. 
 

(2) Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 

program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, 

monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, 

bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, 

sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama 

dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Kepala Sub 

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi: 
 

a. penyiapan dan pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan tugas, 

permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; 

b. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang 

Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, 

Agama; 

c. pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

pemetaan, monitoring di bidang ketahanan ekonomi, sosial, seni dan 

budaya, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, 

pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat, pelaksanaan 

dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, pelaksanaan dan 

evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan 

dalam negeri, fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial, 

pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat 

persatuan dan kesatuan bangsa; dan 

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Paragraf 2 
 

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik 

Pasal 12 
 

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala 

Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa. 

(2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik bertugas 

melaksanakan penyiapan bahan penyususunan program kerja, perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan, 

orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan 

antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta 

penanganan konflik. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub 

Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan dan pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan tugas, 

permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada sub bidang 

kewaspadaan dini dan penanganan konflik; 

b. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program sub bidang 

kewaspadaan dini dan penanganan konflik; 

c. pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

peningkatan kewaspadaan pelaksanaan deteksi dini potensi konflik 

terhadap perkembangan teknologi informasi strategik dan kebijakan 

strategik di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan 

dan Keamanan atas kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak 

teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar Negara, pelaksanaan 

kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri dan 

kegiatan intelijen melalui rapat rutin, pembinaan Forum Kewaspadaan 

Dini Masyarakat, fasilitas pelaksanaan penanganan konflik sosial dan 

pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik di 

wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti; dan 

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 
 

 

Bagian Keempat 

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 

Pasal 13 
 

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang pendidikan polititk, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, 

pemantauan situasi polititk serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. 
 



 
 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Bidang Polititk Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 

menyelenggarakan fungsi: 
 

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 

daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan 

ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti; 
 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 

daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan 

ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti; 
 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang politik, etika budaya politik, peningkatan 

demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 

politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan 

situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan 

mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah 

Kabupaten Kepulauan Meranti;  
 

d. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan 

umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan 

ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti; dan 
 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 

Pasal 14 
 

 

Susunan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri 

atas: 

a. sub bidang politik dalam negeri; dan 

b. sub bidang organisasi kemasyarakatan. 

 

Paragraf 1 
 

Sub Bidang Politik Dalam Negeri 
 

Pasal 15 
 

(1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 

Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. 
 

 

(2) Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan 

kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 



 
 

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik. 
 
 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub 

Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, 

kebutuham dan kebijakan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri; 
 

b. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang 

Politik Dalam Negeri; 
 

c. pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Politik 

Dalam Negeri yang meliputi pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur 

yang mempengaruhi politik dalam negeri, peningkatan dan pemahaman 

tentang demokrasi yang berdasarkan Pancasila, peningkatan partisipasi 

masyarakat di bidang politik, fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan 

di bidang politik, pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik, fasilitasi 

peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik, prosedur 

penyusunan data dan informasi partai politik, pelaksanaan verifikasi 

bantuan keuangan partai politik, pelaksanaan komunikasi politik dengan 

supra dan infra struktur politik dalam negeri, fasilitasi penanganan 

masalah dinamika politik, fasilitasi verifikasi keberadaan partai politik 

sebagai badan hukum, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Kepala 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPRD dan pemantauan 

perkembangan politik lainnya; dan 
 

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 

Paragraf 2 
 

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan 
 

Pasal 16 
 

(1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 

Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. 
 

(2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan 

bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan 

kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 

ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. 
 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Sub Bidang 

Organisasi Masyarakat menjalankan fungsi: 

a. penyiapan dan pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan tugas, 

permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Organisasi 

Kemasyarakatan; 

b. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang 

Organisasi Kemasyarakatan; 

c. pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 

ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan 



 
 

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 17 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti.  

 
Ditetapkan di Selatpanjang 

pada tanggal 30 Agustus 2019   
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

                     Ttd 

 
 

                 I R W A N 

 
Diundangkan di Selatpanjang 
pada tanggal 30 Agustus 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 

 
        Ttd 
 

 
YULIAN NORWIS 
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